
 
 

ANALISIS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA 

DI DESA TERANTANG KECAMATAN TAMBANG 

KABUPATEN KAMPAR 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive 

Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam  

Sultan Syarif Kasim Riau 

 

 

 

OLEH : 

 

ANISA PUTRI SONIA 

11870524335 

 

PROGRAM S1 

JURUSAN ILMU ADMINISITRASI NEGARA 

FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  

PEKANBARU 

2022







 



 

 

ABSTRAK 

 

ANALISIS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI DESA 

TERANTANAG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR 

 

Oleh: 

 

ANISA PUTRI SONIA 

11870524335 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Terantang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana 

pelaksanaan Program Kampung KB dan juga ingin mengetahui apa saja faktor 

penghambat dalam menjalankan Program Kampung KB di Desa Terantang. Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan 

data dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumntasi. Teknik penentuan 

pengumpulan data dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini 

menggunakanTeori Van Metter dan Van Horn, dimana enam variabel, yaitu. 1) 

Standar dan Sasaran Kebijakan pelaksanaan Kampung KB sudah cukup baik hal 

ini dilihat adanya SOP berupak buku petunjuk teknis Kampung KB serta 

pemahaman pelaksana terhadap standar dan sasaran kebijakan. 2) Sumber Daya, 

dalam pelaksanaan kegiatan masih kurangnya anggaran dan sumber daya 

manusia. 3) Komunikasi Antar Pelaksana kurangnya sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai Program Kampung KB. 4)Karakteristik Agen Pelaksana 

struktur birokrasi pembagian dan wewenang serta karakteristik petugas Kampung 

KB dalam pelaksanaannya belum cukup baik hal ini dapat dilihat belum adanya 

struktur Kampung KB dalam menjalan kegiatan. 5)Lingkungan Sosial, Ekonomi 

dan Politik respon masyarakat dan segala pihak dalam pelaksanaan Kampung 

KB belum berjalan dengan baik karena banyak nya konflik antar masyarakat. (6) 

Sikap Pelaksana, mendukung adanya Program Kampung KB walaupun kegiatan 

yang dilakukan masih belum sesuai dengan  kemampuan yang ada dan sesuai 

dengan sumber daya yang tersedia. 

 

Kata Kunci: Analisis, Kampung KB, Keluarga Berencana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan masalah besar 

bagi negara di dunia khususnya negara berkembang. Jumlah penduduk di 

Indonesia terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Indonesia 

merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. 

Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan menghambat laju 

pertumbuhan di berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang sosial, 

ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta pembangunan 

nasional.  

Pembangunan yang baik hanya dapat dicapai oleh penduduk yang 

berkualitas baik, yang tentunya tergantung dari besar kecilnya jumlah 

penduduk tersebut. Jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang cepat, 

dan kualitas yang rendah mau tidak mau akan mempersulit tercapainnya 

tujuan pembangunan dan menimbulkan masalah pertumbuhan penduduk. 

Pertumbuhan penduduk merupakan masalah penting yang dihadapi oleh 

banyak negara berkembang, termasuk Indonesia(Nurjannah & Susanti, 

2018). 

Jumlah penduduk indonesia saat ini melaju dengn cepat dan 

mengakibatkan angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi. 

Mengikapi permasalahan peningkatan jumlah penduduk, pemerintah 

indonesia kemudian memfokuskan menjalankan program Keluarga 
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Berencana (KB). pada dasarnya hasil dari program KB berguna untuk 

pembangunan dan perkembangan masyarakat indonesia itu sendiri. Upaya 

untuk memaksimalkan pelaksanaan program KB tentu menjadi pilihan 

mutlak bagi pemerintah saat ini. Pelaksanaan program KB Nasional 

dimandatkan kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional 

sebagai sebuah lembaga nin kementerian BKKBN merupakan lembaga 

resmi yang pelaksanaan kegiatannya terstruktur secara hierarkis dan 

terkoordinasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga 

petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) yang berada di kecamatan 

dan kelurahan/desa. 

Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda 

prioritas Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita), khususnya Agenda 

Prioritas ke-3 “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat 

Daerah-daerah dan Desa dalam rangka Negara Kesatuan”, Agenda Prioritas 

ke-5 “ Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, serta Agenda 

Prioritas ke-8 “Revolusi Karakter Bangsa” melalui Pembangunan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana. 

Menurut Pedoman Pengelolaan Kampung KB, Kampung KB adalah 

satuan wilayah setingkat RW, dusun, dan setara yang memiliki kriteria 

tertentu dimana terdapat ketepatan keterpaduan program pembangunan 

antara program kependudukan, keluarga berencana. Dan pembangunan 

keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan 

kualitas hidup keluarga dan masyarakat . 
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Meski demikian, tidak semua kampung bisa ikut serta dalam 

Kampung KB. Ada beberapa kriteria  sebuah kampung harus memiliki 

syarat-syarakt untuk  menjadi Kampung KB diantaranya adalah: 1) jumlah 

keluarga miskin di atas rata-rata tingkat desa dimana kampung tersebut 

berada. 2) jumlah peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana Kampung KB 

tersebut berlokasi.pada kriteria wilayah Kampung KB adalah: 1) Kumuh. 2) 

pesisir/nelayan. 3) daerah aliran sungai/DAS. 4) bantaran kareta api. 5) 

kawasan miskin . 6) terpencil. 7) wilayah perbatasan. 8) kawasan industry. 

9) tingkat kepadatan penduduk tinggi. Tujuan Kampung KB sendiri adalah 

untuk meningkatkan kulitas hidup keluarga dan masyarakat melalui 

program Kepenndudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 

yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya. 

Tabel 1.1 

Jumlah pembentukan Kampung KB di Kecamatan Tambang 

 

No Nama Desa/ Kampung KB Tahun  Kecamatan  

1 Kemang Indah 2018 Tambang  

2 Padang Luas  2019 Tambang 

3 Terantang  2019 Tambang 

4 Parit Baru 2019 Tambang 

Sumber : PLKB Kecamatan Tambang 2021 

Berdasarkan tabel diatas penulis menjelaskan jumlah pembentukan 

Kampung KB yang ada di Kecamatan Tambang sebnayak 4 Kampung yang 

terdiri dari 17 Desa, berawal dari tahun 2018 desa yang ditetapkan menjadi 

Kampung KB yaitu desa Kemang Indah, dan pada tahun 2019 ada 3 desa 

yang ditetapkan menjadi Kampung KB ialah desa Padang Luas, Terantang, 

Parit Baru. 
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Jumlah penduduk Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sampai 

dengan September 2021 tercatat sebanyak 98.939 orang, dan jumlah 

penduduk Desa Terantang tercatat sampai dengan November 2021 tercatat 

sebanyak 2.469 jiwa, 1.240 perempuan dan 1.229 laki-laki dengan Kepala 

Keluarga 756. Program Kampung KB dilaksanakan untuk mengatasi 

permasalahan kepadatan penduduk yang ada di Indonesia.  

Pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Riau khususnya 

Kabupaten Kampar dari tahun ketahun kian bertambah. Kepadatan 

penduduk yang disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan penduduk yang 

sulit diatasi adalah: Pertama, laju pertumbuhan penduduk yang 

menyebabkan kelahiran yang tinggi, dan kebutuhan bahan pokok yang 

meningkat (pangan). Kedua, penyebaran penduduk tidak merata 

menyebabkan mobilitas yang rendah. Ketiga, peningkatan jumlah penduduk 

dalam umur sekolah yakni, kebutuhan dan kesempatan belajar yang 

meningkat arus urbanisasi yang meningkat, selain mengalami kepadatan 

penduduk. 

Tabel 1.2  

Perbandingan Angka Kelahiran Desa Terantang 

 Tahun 2019-2021 

 

Tahun Jumlah Penduduk 

2019 2.980 

2020 2.202 

2021 2.663 

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Terantang 2021 

 

Berdasarkan dari Tabel diatas perbandingan angaka kelahiran yang 

terdapat di Desa Terantang setiap tahunnya mengalami perubahan yang 
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dinamis, namun perubahan yang terjadi tidak signifikan. Dengan kondisi 

seperti sekarang ini Desa Terantang mendapat perhatian dari pemerintah 

Kabupaten Kampar dan ditunjuk menjadi salah satu peserta program 

Kampung KB oleh Bupati Kampar karena memenuhi kriteria untuk 

dijadikan sebagai Kampung KB. 

Beberapa dasar hukum yang melandasi tentang Program Kampung 

KB: Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri (Mendagri) No.444/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 Perihal 

Perancangan dan Pembentukan Kampung KB seluruh indonesia, Surat 

kepala BKKBN Pusat No. 046/BL/200/B4/2016 Tanggal 12 Januari 2016 

Perihal Siaran Langsung Pencangan dan Pembentukan Kampung KB 

seluruh Indonesia. Keputusan Bupati Kampar Nomor 474-413/V Tahun 

2017 Tentang Penetapan Desa sebagai wilayah Kampung Keluarga 

Berencana tingkat Kabupaten Kampar Tahun 2017. 

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusuri 

melalui berbagai indikator yang nerupakan pencerminan dari pelaksanaan 

dalam delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah NO 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi 

Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi: fungsi 

keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, 

fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan 

fungsi pembinaan lingkungan. 
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Tabel 1.3 

Data Akseptor KB Desa Terantang  

 

Tahun Sasaran Pasangan Usia 

Subur (PUS) 

Peserta KB 

2019 401 261 

2020 301 220 

2021 354 211 

Sumber : Kampung KB Desa Terantang Tahun 2021 

 

Untuk jumlah penduduk Desa Terantang pasangan usia subur yang 

ikut dalam kesertaan program Kampung KB pada tahun 2019 Pasangan 

Usia Subur (PUS) di Desa Terantang berjumlah 401 dan peserta KB nya 

berjumlah 261 dan pada tahun 2020 Pasangan Usia Subur (PUS) berjumlah 

301 dan peserta KB nya berjumlah 220 dan selanjutnya pada tahun 2021 

Pasangan Usia Subur di Desa Terantang berjumlah 354 dan peserta yang 

ber-KB berjumlah 211. Kampung KB Desa Terantang sudah berjalan 3 

Tahun tetapi belum berjalannya secara efektif. Dari tabel di atas dapat 

dikatakan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam program 

Kampung KB yang mengikuti program Kampung KB di Desa Terantang. 

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu persyaratan wajib dalam 

pembantukan Kampung KB yang tertulis sesuai dengan Petunjuk Teknis 

Kampung KB oleh BKKBN, yang berarti partisipasi masyarakat sangat 

perperan penting dalam pelaksaan Kampung KB. 

Semenjak program Kampung KB ini diberlakukan, pelaksanaan 

Kampung KB ini belum sepenuhnya dilaksanakan di Desa Terantang 

dikarenakan belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kurangnya 
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sosialisasi mengenai Kampung KB kepada masyarakat sehingga banyaknya 

masyarakat yang belum menegerti dan mengetahui tujuan dari program ini.  

Sedangkan ekspetasi dari BKKBN ingin seluruh warga mengikuti 

semua program Kampung KB yang tujuan utamanya adalah menekan 

jumlah penduduk, khususnya di wilayah yang menjadi kampung 

percontohan program Kampung KB.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan dalam 

pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Terantang masih terdapat 

kekurangan maka peneliti memfokuskan penelitian dengan menganggkat 

judul “Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa 

Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, 

maka rumusan  masalah dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program Kampung KB di Desa 

Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar? 

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan kegiatan program Kampung KB  

di Desa Terantang Kecamatan Kabupaten Kampar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permusan masalah diatas, Dalam pelaksanaan suatu 

kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan 

penelitian yang penulis lakukan, yaitu : 
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1. Tujuan Operasional 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan program 

Kampung KB di Terantang Kecamtan Tambang Kabupaten Kampar. 

b. Untuk mengentahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 

program Kampung KB di Desa Terantang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. 

2. Tujuan Fungsional 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, 

pembaca, maupun bagi masyarakat lain dalam pelaksanaan program 

Kampung KB. 

 

1.4 Manfaat Penulisan  

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan pada dasarnya mempunyai 

manfaat tertentu. Demikian pula dengan penelitian ini diantaranya 

mempunyai manfaat sebagai berikut  : 

1. Secara teoritis. 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penelitian, 

dan menambah penelitian/kajian yang berguna bagi perkembangan Ilmu 

Administrasi Negara khusunya mengenai Pelaksaan Program Kampung 

KB. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukkan 

bagi Instansi dan pihak-pihak terkait mengenai penyempurnaan atau 

Pelaksanaan program Kampung KB 
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3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi 

peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang ini. 

 

1.5 Sistimatika Penulisan 

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 

tiga bab, meliputi: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan 

sistematika penalitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Dalam Bab ini membahas tentang teori-teori yang melandasi 

serta berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian yang dilakukan. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Dalam Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sempel 

dan analaisi data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM 

 Dalam Bab ini menguraikan sejarah tentang Desa Terantang, 

keadaan geogarfis, dan demografis Desa Terantang, tingkat 

pendidikan Desa Terantang, tingkat penghasilan Desa 

Terantang. 
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BAB V  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 Pada Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan masalah penelitian 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan Publik 

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Ketika berbicara tentang kebijakan publik, tentu kita akan 

bersinggungan dengan apa yang disebut pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan adalah kegiatan atau proses yang dilakukan oleh 

pihak berwenang dalam negara untuk merumuskan kebijakan-kebijakan 

umum yang berkaitan dengan kebaikan dan kepentingan bersama yang 

dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka  

penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.  

Anderson dalam Mulyadi (2016:165), mendefinisikan kebijakan 

publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh Badan-

badan dan Pejabata-pejabat Pemerintah. Kebijakan sebagai serangkaian 

kegiatan atau tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakn oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan 

suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. 

Menurut Anderson dalam Agustino (2006:41) memberikan pengertian 

atas defenisi kebijakan publik: “Serangkaian kegiatan yang mempunyai 

maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor 

atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau 

suatu hal yang perlu diperhatikan.” 
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Jenkin dalam Suaib (2016:74), mengatakan kebijakan publik ialah 

serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang 

aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang 

telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana 

keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batasan kewenangan 

kekuasaan dari pada aktor tersebut. 

Berdasarkan dari beberapa definisi kebijakan publik diatas dapat 

disimpulkan bahwa kwbijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang 

telah ditentukan oleh pemerintah atau instansi publik dalam rangka 

merespon permasalahan yang dihadapi masyrakat dan bertujuan untuk 

mengatur kepentingan seluruh kegiatan anggota masyarakat. 

Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang 

dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam 

pelaksanaanya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna 

kebijakan agar dipatuhi. Kebijakan publik tersebut dapat berupa peraturan 

perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari 

program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. 

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan  

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalm proses 

kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar 

mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi 

implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang 

mengarah pada suatu proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi 
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kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuan. 

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Wazab (2012:135), 

mengtakan bahwa proses implementasi sebagai “hose actions by public or 

private individuals (or groups) that are directed at the achievement of 

objective set for it prior policy delicios” implementasi kebijakan publik 

sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat 

atau kelompok-kelompok pemerintah maupun suatu swasta yang diarahkan 

pada tujuannya tercapainya tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan 

kebijakan. 

Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab (2012:135), 

implementasi ialah  memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah sesuatu 

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan 

yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang 

mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat atau dampak nyata terhadap masyarakat/kejadian-

kejadian. 

Grindle dalam Agustino (2008:139), mendefinisikan keberhasilan 

implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah 

dalam  pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu 

melihat pada action program dari individual projects dan kedua apakah 

tujuan program sudah tercapai atau belum. Tahap implementasi kebijakan 
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sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui 

prosedur ini proses kebijakan secara keseluran dapat dipengaruhi tingkat 

keberhasilannya atau tidak tercapainya tujuan tersebut. Hal ini tidak jauh 

berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Lester dan Stewart dalam 

Agustino (2008:139), dalam proses implementasi kebijakan dapat diukur 

atau dapat dilihat dari proses pencapaian tujuan hasil akhir (output) adalah 

tercapainya atau tidaknya tujuan yang diinginkan. 

Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh parah 

ahli, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik 

merupakan suatu pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan oleh individu 

ataupun kelompok untuk melaksanakan keputusan agar tercapainya tujuan 

dan sasaran yang telah ditentukan dari proses tersebut. 

Waldo dalam Suaib (2016:86) menyatakan bahwa model 

implementasi ialah sasaran untuk mengurangi semua konsepsi tentang sifat, 

realitas, atau universal, yang berfungsi untuk menyederhanakan pemahaman 

terhadap sesuatu atau mengunakan analogi, dimana pengkonsepsian suatu 

yang belum diketahui didasarkan pada suatu yang sudah diketahui, serta 

menggunakan metafora untuk memperoleh kejelasan suatu fenomena. 

Model-model implementasi ada yang bersifat abstrak, ada pula yang bersifat 

lebih operasional, berikut adalah model-model implementasi kebijakan 

dalam perkembangannya yaitu: 
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a. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III  

Mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi 

kesuksesan terhadap implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling 

berhubungan satu sama lain, sehingga untuk mencapai kinerja 

implementasi kebijakan perlu diinternalisasikan dengan sinergi dan 

intensif. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam 

keseluruhan struktur dan proses kebijakan, karena melalui tahap ini dapat 

diketahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam suatu kebijakan. 

Menurut teori implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino 

(2008:149), terdapat  empat variabel yang sangat menentukan 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: 

1. Komunikasi  

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi 

suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses 

penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut 

serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa 

yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan 

dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan. 

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur 
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keberhasilan aspek komunikasiini, yaitu transmisi, kejelasan 

informasi, konsitensi informasi. 

2. Sumberdaya 

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas 

dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor 

kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, maka 

implementasi tidakakan berjalan secara efektif. Sumberdaya adalah 

faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa 

sumberdaya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas 

dokumen. Ada empat komponen yang meliputi, yaitu staf, informasi 

dalam implementasi kebijakan, wewenang, fasilitas. 

3. Disposisi  

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah 

faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu 

kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, 

maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa 

yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk 

melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap 

organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (Standard 
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Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman baik bagi 

setiap implementator dalam bertindak. 

b. Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn 

Selanjutnya yang dirumuskan model pendekatan top-down yang 

dirumuskan Donald Van Matter dan Calr Van Horn disebut dengan A 

Model of the Policy Implementation (1975). Proses implementasi ini 

merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada 

dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi 

kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai 

variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan 

berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja 

kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan 

dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-

variabel tersebut yaitu: 

1) Ukuran dan tujuan kebijakan  

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat 

keberhasilannya jika-dan-hanya-jika dari ukuran dan tujuan 

kebijakan dari kebijkaan memang realistis dan sosio-kultur yang 

mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan 

atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk 

dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan 

kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. 
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2) Sumberdaya  

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung 

dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Menusia 

merupaka sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu 

keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari 

keselurahan proses implementasi menuntut adanya sumber daya 

manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan 

oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi diluar 

sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu 

diperhitungkan juga ialah sumber daya anggaran, dan fasilitas. 

Ketika sumber daya manusia yang kompoten dan kapabel telah 

tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggran tidak tersedia, 

maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak 

dituju oleh tujuan kebijikan.  

3) Karakteristik agen pelaksana 

Pusat pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian 

kebijakan publik. Misalnya kebijakan publik yang berusaha untuk 

merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana 

projek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam 

melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah di 

tetapkan. Selain cangkupan atau luas wilayah implementasi 

kebijakan perlu di perhitungkan mana kala hendak menentukan agen 



 

 

19 

pelaksana. Semakin luas cangkupan implemtasi kebijakan, maka 

seharusnya seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. 

4) Sikap para pelaksana 

Sikap atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi 

kebijakan publik. Kebijakan yang akan implementor laksanakan 

adalah kebijakan dari atas (top-down) yang snagat mungkin para 

pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak 

mampu menyentuh) kebutuhan, inginan, atau permasalahan yang 

warga selesaikan. 

5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama 

dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin 

baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat 

dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-

kesalahan akan sangat kecil; dan begitu sebaliknya. 

6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 

Hal terakhir yang perlu di perhatikan guna menilai kinerja 

implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van 

Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut 

mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. 

Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi 

dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi 
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biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh 

sebab itu, upaya untuk meimplementasikan kebijakan harus pula 

memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. 

Berdasarkan dari penjelasan di atas mengenai implementasi 

kebijakan, maka dalam fokus penelitian ini peneliti menggunakan teori 

implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter & Carl Van 

Horn (1975), atau yang lebih dikenla dengan Van Metter dan Van Horn, 

alasan peneliti menggunakan teori ini diantaranya adalah Program 

Kampung KB merupakan sebuah kebijakan dengan pendekatan Top-Dow 

yang bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan kebijakan atau 

program yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan program tersebut 

dicanangkan oleh pemerintah untuk masyarakat, alasan lainnya adalah 

karena teori ini sesuai dengan fenomena dan masalah yang peneliti kaji, 

dimana penelitian ini mengkaji beberapa variable dari teori ini, diantaranya 

melihat sumber daya yang digunakan, sasaran dan tujuan dari kebijakan 

atau program, dukungan sosial politik dan budaya, serta melihat sikap 

implementor dalam melaksanakan program Kampung KB. 

 

2.3 Pengertian Program 

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terlaksananya 

suatu kegiatan. Di dalam program terdapat beberapa aspek, disebutkan 

bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai: 

a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai. 

b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. 



 

 

21 

c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang akan dilalui.  

d. Perkiraan anggaran yang akan di butuhkan. 

e. Strategi pelaksana yang akan dilakukan. 

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang telah 

ditetapkan  untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang 

dapat membantu seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai 

program atau tidak yaitu: 

a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan 

atau sebagai pelaku program. 

b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program biasanya 

juga di identifikasikan melalui anggaran. 

c. Program memiliki identitas sendiri, agar dapat berjalan secara efektif 

dan dapat diakui oleh publik. 

Menurut Jones (1996:295) Program terbaik didunia adalah program 

yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan 

masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka 

sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan 

mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik. 

 

2.4 Program Kampung Keluarga Berencana (KB) 

2.4.1 Pengertian Program Kampung Keluarga Berencana (KB) 

Dalam buku Petunjuk Teknis Kampung Keluarga Berencana 

(2016:3) di jelaskan bahwa Kampung KB adalah Satuan wilayah setingkat 

RW, Dusun atau yang setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat 
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keterpaduan program pembangunan antara program Kependudukan, 

Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dan pembangunan sektor 

terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat 

yang dilaksankan secara sistematik dan sitematis. 

 Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam 

pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB selain keluarga. 

Pasangan usia subur (PUS), Lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki 

Balita. Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas 

masing-masing yang pelaksananya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, 

Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi 

Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh 

masyarakat, tokoh adat, tokohagamat, tokoh pemuda serta kader 

pembangunan lainnya. 

2.4.2 Kriteria Pembentukan Kampung KB 

Menurut  Buku Petunjuk Teknis Kampung KB  (2016:18) dalam  

memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB 

ada tiga kriteria yang dipakai, yaitu sebagai berikut: 

a. Kriteria utama yang mencangkup 2 hal yaitu 

1) Jumlah keluarga pra sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata 

pra sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung 

tersebut berada, 

2) Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB 

tingkat desa/kelurahan di mana kampung KB tersebut berlokasi. 
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b. Kriteria wilayah yang mencangkup 10 kriteria wilayah (dipilih salah 

satu) yaitu: 1)Kumuh, 2)Pesisir, 3)Daerah Aliran sungai (DAS), 

4)Bantaran Kareta Api, 5)Kawasan Miskin (termasuk Miskin 

Perkotaan), 6)Terpencil, 7)Perbatasan, 8)Kawasan Industri, 9)Kawasan 

wisata, 10)Padat penduduk.  

c. Kriteria Khusus mencangkup 5 hal yaitu: 

1. Kriteria Data  

Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga, data 

kependudukan dan pencatatan sipil akurat. 

2. Kriteria Kependudukan  

Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah. 

3. Kriteria program Keluarga Berencana  

a. Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat 

desa/kelurahan  

b. Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih 

rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan. 

c. Serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat 

desa/kelurahan, 

4. Kriteria Program Pembangunan Keluarga  

a. Partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, 

pemberdayaan ekonomi. 

b. Partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih 

rendah,  
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5. Kriteria Program Pembangunan Sektor  

a. Kesehatan 

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, 

Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota. 

b. Sosial Ekonomi 

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, 

Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota. 

c. Pendidikan  

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga 

Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota. 

d. Pemukiman  

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, 

Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota. 

e. Kriteria Program lainnya sesuai dengan perkembangan. 

2.4.3 Tujuan Pembentukan Kampung KB 

Dalam buku Petujnuk Teknis Kampung KB (2016:5) dijelaskan 

beberapa tunjuan dari pembentukan Kampung KB  

a. Secara umum 

Tujuan dibentuknya Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program 

kependudukan, kelaurgaa berencana dan pembangunan keluarga serta 

pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil 

berkualitas.   
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b. Tujuan Secara Khusus 

Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga 

nonpemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan 

pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program 

kependudukan, keluargaberencana, pembangunan keluarga dan 

pembangunan sektor terkait: a) Meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang pembangunan berwawasan kependudukan, b) Meningkatkan 

jumlah peserta KB aktif modern, c) Meningkatkan ketahanan keluarga 

melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja 

(BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan 

Konseling (PIK) Remaja, d) Meningkatkan pemberdayaan keluarga 

melalui Kelompok UPPKS, e) Menurunkan angka Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT), f) Meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. 

2.4.4 Pelaksanaan Kegiatan Program Kampung Keluarga Berencana 

(KB) 

Program kegiatan Kampung KB dilakukan meliputi: 

1. Memberdayakan para keluarga dalam hal kehidupan berkeluarga 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesertaan 

dalam ber KB 

2. Memberdayakan keluarga dalam hal kehidupan berkeluarga 

yang bertujuan untuk peningkatan ketahanan meliputi Bina 

Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina 
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Keluarga Remaja (BKR), UUPKS dalam rangka mewujudkan 

keluarga berkualitas, sebagai berikut: a) Pembinaan terhadap 

keluarga yang mempunyai balita, b) Pembinaan terhadap para 

keluarga yang mempunyai lansia c) Pembinaan terhadap para 

keluarga yang mempunyai remaja, d) Pembinaan keluarga PUS, 

e) PIK remaja, f) Kelompok kegiatan lainnya. 

2.4.5 Landasan Hukum Program Kampung KB 

Landasan hukum pelaksanaan program kampung KB Aadalah 

sebagai berikut: 

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan  Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana. 

c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian 

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana. 

d. Keputusan Bupati Kampar Nomor 474-413/V Tahun 2017, Tentang 

Penetapan Desa Sebagai Kampung Keluarga Berencana Tingkat 

Kabupaten Kampar. 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2017 Tentang 

Ketahanan Keluarga. 
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2.5 Padangan Islam Tentang Kampung Keluarga Berencana (KB) 

Dasar hukum Keluaga Berencana yang bersumber dari Al-Quran dan 

Al-Hadits. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berkaitan dengan KB 

diantaranya: 

1. Pandangan Ulama tentang Keluarga Berencana 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa: 

1) Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga 

Berencana yang dibolehkan syari‟at adalah usaha pengaturan / 

penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara 

atas kesepakatan suami-istri karena situasi dan kondisi tertentu 

untuk kepentingan (maslahat) keluarga  dengan tujuan yang positif 

seperti untuk menjaga kesehatan ibu dan anak serta dilakukan 

dengan cara-cara yang baik dan tidak menimbulkan bahaya. 

Dengan demikian KB disini mempunyai arti sama dengan tanzhim 

al nasl (pengaturan keturunan). Sejauh pengertiannya adalah 

tanzhim al nasl (pengaturan keturunan), bukan tahdid al nasl 

(pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (ta‟qim) dan aborsi 

(isqath al-haml wa al ijhadl), maka KB tidak dilarang. KB dalam 

batas pengertian di atas sudah banyak di fatwakan, baik oleh 

individu ulama maupun lembaga-lembaga keislaman tingkat 

nasional dan internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kebolehan KB dengan pengertian / batasan ini sudah hampir 

menjadi ijma‟ ulama. 
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2) Imam al-Ghazali  

Adapun alasan diperbolehkannya, karena ada kesulitan yang 

dialami seorang ibu karena sering melaharikan. Penyebabnya yaitu: 

untuk menjaga kesehatan ibu, karena sering melahirkan, 

menghindari kesulitan hidup, karena banyak anak. 

Menurut Kamal Mustafa (2002:293) Sebenarnya dalam al-Quran 

dan hadis juga tidak ada nas yang shahih yang melarang atau 

memerintahkan KB secara eksplisit, akan tetapi dalam alQuran ada 

ayat-ayat yang berindikasikan tentang diperbolehkannya mengikuti 

program KB begitu juga dengan hadis. Karena itu hukum ber-KB harus 

dikembalikan kepada kaidah hukum Islam, adapun dikarenakan oleh 

hal-hal berikut : 

a. Menghawatirkan keselamatan jiwa dan kesehatan ibu 

b. Menghawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan kehidupan. 

c. Menghawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak apabila jarak 

kelahiran anak terlalu dekat. 

2. Pandangan Al-Qur’an dan Hadist Tentang Keluarga Berencana 

Di dalam Alquran dan Hadis, yang merupakan sumber pokok 

hukum Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam tidak 

ada nash yang shohih yang melarang ataupun yang memerintahkan ber-

KB secara eksplisit.  

Seseorang yang melakukan program KB tidak terlepas dari 

kondisi atau pun situasi yang melingkarinya baik kondisi yang 
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berhubungan dengan pribadi, seperti masalah kesehtaan dan ekonomi 

ataupun yang berhubungan dengan kondisi negara yang berusaha 

menekan tingkat pertumbuhan penduduknya, bisa saja mubah, haram 

bisa juga wajib seseuai dengan kondisinya. 

Dalam al-Qur’an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk 

yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan KB diantaranya 

ialah: Surat An-Nisa’ ayat 9. 

َ وَلْيقَىُْلىُْا قىَْلًً سَذِيْذًا وَلْيخَْشَ الَّزِيْيَ لىَْ تشََكُىْا هِيْ خَلْفهِِنْ  يَّتً ضِعٰفاً خَافىُْا عَليَْهِنْْۖ فلَْيتََّقىُا اّللّٰ  رُسِّ

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di 

belakang mereka yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara 

dengan tutur kata yang benar.” 

Ayat diatas menjelaskan bahwa peran orang tua sangat besar dalam 

memikirkan masa depan anak cucunya, baik kebutuhan dari segi 

pangan meliputi gizi dan yang berkenaan dengan kesehatan maupun 

dari segi pendidikan yang berkualitas untuk menunjang masa depan 

sang anak agar hidupnya dapat sejahtera. Sebagai manusia biasa selain 

medambakan kesejahteraan hidup di akhirat juga mendambakan 

kesejahteraan hidup di dunia. Sejalan dengan firman Allah dalam surah 

al-Baqarah ayat 201: 

قٌِاَ عَزَابَ الٌَّاسِ  خِشَةِ حَسٌَتًَ وَّ فىِ الًْٰ ًْياَ حَسٌَتًَ وَّ آَ اٰتٌِاَ فىِ الذُّ يْ يَّقىُْلُ سَبٌَّ ٌْهنُْ هَّ               وَهِ
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Artinya: “Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, 

berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan 

lindungilah kami dari azab neraka.” 

Kitab suci dan sabda Nabi Muhammad SAW adalah suatu 

pedoman umat muslim yang ringkas dimana ia melarang atau 

memerintahkan untuk melaksanakan Keluarga Berencana (ber-KB). 

Karena itu hukum Keluarga Berencana (ber-KB) harus dikembalikan 

kepada kaidah hukum Islam (qaidah fiqhiyah) yang menyatakan : 

 والأصل في العقىد والوعاهلاث الصحت حتى يقىم دليل على البطلاى والتحشين

Artinya: ” Pada dasarnya segala sesuatu (perbuatan) itu boleh, 

sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”  

Selain berpedoman pada kaidah hukum Islam di atas umat Islam 

dapat menemukan beberapa ayat Alquran dan hadis yang memberikan 

pedoman, bahwa pada dasarnya Islam membolekan kepada umat Islam 

ber-Keluarga Berencana. Bahkan terkadang hukum ber-Keluarga 

Berencana dapat berubah dari mubah menjadi sunnah, wajib, makruh, 

atau haram, seperti halnya hukum pernikahan bagi orang Islam yang 

hukum asalnya juga mubah. Namun, hukum mubah ini dapat berubah 

sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu umat muslim yang 

bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan 

keadaan masyarakat atau negara. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum 

islam yang menyatakan:  

Artinya:” Hukum-hukum itu dapat berubah sesuai dengan 

perubahan zaman, tempat dan keadaan” 

Pada hakikatnya, KB tidak bertujuan untuk membatasi kehamilan 
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dan kelahiran yang dipandang sangat bertentangan dengan eksistensi 

dan esensi perkawinan itu sendiri, melainkan hanya mengatur 

kehamilan dan kelahiran anak. Sehingga bila dilihat dari fungsi dan 

manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah 

kemadharatan, maka tidak diragukan lagi kebolehannya dalam Islam. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakuakan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan.  Penelitian terdahulu merupakan kajian yang pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya yang dianggap relevan. Hasil-hasil penelitian 

tersebut selanjutnya dijadikan rujukan. Berikut beberapa penelitian yang 

dibaca peneliti : 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/Judul/Jurnal Hasil Penelitian Persamaan  Perbedaan  

1. 1.   Istiadi, A. (2017)  

 

Implementasi Program 

Kampung Berencana 

Pada Kelompok 

Sasaran Dengan 

Keluarga Remaja Di 

Dusun Maung 

Kabupaten Nganjuk 

Tahun (2015). 

Hasil penelitian 

ini dapat 

disimpulkan 

bahwa hampir 

semua indikator 

sudah berjalan 

dengan sangat 

baik terkait 

pelaksanaan 

program 

Kampung KB di 

Dusun Maung 

khusunya pada 

kegiatan Bina 

Keluarga 

Remaja, hanya 

saja terdapat 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

membahas 

tentang 

implementasi 

program 

Kampung KB 

Penelitian ini 

menggunakan 

teori 

implementasi 

menurut 

George C. 

Edward III 

sedangkan 

penulis 

menggunakan 

teori 

implementasi 

menurut  

Donald Van 

Matter dan 

Van Horn  
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sedikit masalah 

pada kader 

Kampung KB  

yang kurang 

berkompeten 

dalam 

menjalankan 

tugasnya. 

2.    Latifatun Nasifah  

(2018) 

 

Efektifitas Program 

Kampung KB Dalam 

Membentuk Keluarga 

Sejahtera di Kota 

Yogyakarta. 

Hasil penelitian 

ini dapat 

disimpulkan 

bahwa dalm 

membentuk 

keluarga yang 

sejahtera telah 

memberikan 

hasil 

peningkatan 

untuk 

kesejahteraan 

setiap keluarga 

di Kampung KB 

tersebut. 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah sama 

sama 

membahas 

mengenai 

Program 

Kampung KB 

Penelitian ini 

membahas 

tentang 

keefektifan 

program 

Kampung KB 

yang sudah 

berjalan 

dengan baik, 

sedang 

peneliti lebih 

fokus pada 

implementasi 

program 

Kampung KB. 

3.  Nia Gustina (2018) 

 

Evaluasi Pelaksanaan 

Program Kampung KB 

di Kota Pekanbaru. 

Dari hasil 

penelitian ini 

dapat 

disimpulkan 

bahwa evaluasi 

program 

Kampung KB 

sudah cukup 

baik. 

Pelaksanaan 

sudah sesuai 

dengan buku 

petunjuk teknis 

Kampung KB 

dan masyarakat 

puas dengan 

pelaksanaan 

program 

Kampung KB 

yang membuat 

banyak 

perubahan. 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah sama-

sama 

membahas 

tentang 

program 

Kampung KB 

Penelitian ini 

membahas 

tentang 

evaluasi 

program 

Kampung KB 

yang sudah 

berjalan 

dengan baik, 

sedang 

peneliti lebih 

fokus pada 

implementasi 

program 

Kampumg 

KB. 
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2.7 Definisi Konsep  

Konsep merupakan istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu 

yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1995:33). 

Tujuannya ialah untuk mempermudahkan pemahaman dan menghindari 

terjadinya interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Maka penulis 

membatasi beberapa konsep yang dioperasikan dalam penelitian ini. Yang 

meliputi beberapa definisi konsep adalah: 

a) Program adalah suatu tindakan atau langkah awal yang dilaksanakn 

dalam melahirkan suatu kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

b) Kampung KB satuan wilayah setingkat dengan RW/Dusun atau setara 

yang memiliki kriteria tertentu.tujuan Kampung KB untuk 

meningkatkan kualitas masyarakat dengan mewujudkan keluarga kecil 

yang sejahtera dengan melihat aspek pengendalian kulialitas penduduk 

agar masyarakat berperan nyata dalam pembangunan berbasis keluarga 

yang berupa pelayanan KB, pembuatan KTP, penyediaan buku-buku 

baca,  posyandu, PAUD. 

c) Standar dan Sasaran Kebijakan 

Standar dan Sasaran kebijakan merupakan suatu kejelasan tujuan yang 

akan direalisasikan dan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari 

ukuran tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang 
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ada di level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran 

kebijakan terlalu ideal maka akan sulit direalisasikan. 

d) Sumber Daya  

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia 

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi 

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan 

pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara 

apolitik. 

e) Karakteristik Agen Pelaksana  

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian 

kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan 

sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen 

pelaksananya mulai dari stuktur birokrasi yang ada, ataupun pola 

hubungan yang terjalin yang memperngaruhi keberhasilan program. 

f) Komunikasi Antar Organisasi 

Terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Komunikasi dalam 

kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan 

tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam 

(consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.  
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g) Disposisi atau Sikap Pelaksana 

sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan 

publik. 

h) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik 

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat 

menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi 

kebijakan. Suatu keadaan yang dapat mendukung keberhasilan program 

dan mengukur sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan lain 

memberikan dukungan bagi keberhasilan program tersebut. 

 

2.8 Konsep Operasional 

KONSEP INDIKATOR SUB INDIKATOR 

Implementasi kebijakan 

publik menurut Donald Van 

Metter & Carl Van Horn 

1. Ukuran  dan tujuan 

kebijakan  

a. Adanya aturan 

yang jelas 

b. Adanya sasaran 

program 

2. Sumberdaya a. Tersedianya SDM 

b. Tersediannya 

fasilitas 

c. Tersedianya 

anggaran 

3. Karakteristik agen 

pelaksana 

a. Adanya struktur 

b. Norma-norma 

4. Sikap para 

pelaksana 

a. Respon 

implementor 

b. Pemahaman 

implementor 

5. Komunikasi antar 

organisasi dan 

aktivitas pelaksana 

a. Adanya koordinasi 

b. Adanya sosialisasi 

6. Lingkungan sosial, 

ekonomi dan 

politik 

a. Penentuan lokasi 

b. Respon kelompok 

 Sumber : Donald Van Matter dan Carl Van Horn  
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2.9  Kerangka Pemikiran. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Desa Terantang 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

Bagaimana pelaksanaan program 

kampung keluarga berencana 

Desa Terantang Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar? 

Apa saja faktor penghambat 

yang dihadapi dalam 

pelaksanaan program 

Kampung Keluarga 

Berencana Desa Terantang 

Kecamatan Tambang ? 

Ada 6 Indikator menurut Van 

Metter dan Van Horn yang 

mempengaruhi kinerja 

implementasi kebijakan publik: 

 Ukuran dan tujuan 

kebijakan 

 Sumber daya 

 Karakteristik agen 

pelaksana 

 Sikap para pelaksana 

 Komunikasi antar 

organisasi dan aktivitas 

pelaksana 

 Lingkungan ekonomi, 

sosial dan politik 

Tercapainya tujuan 

program Kampung 

Keluarga Berencana 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan pada Desa Terantang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar pada bulan Desember pada tahun 2021 sampai dengan 

Mei tahun 2022. Alasan penelitian ini dilakukan di Desa Terantang 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah berdasarkan dengan 

pertimbangan kebutuhan data dan peneliti mengetahui kondisi yang terjadi 

ditempat yang diteliti dan melihat belum optimalnya partisipasi masyarakat 

dalam mengikuti program Kampung KB dan kurangnya sosialiasi tentang 

Program Kampung KB kepada masyarakat.  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1. Jenis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, oleh sebab 

itu jenis data yang digunakan pun adalah data deskriptif kualitatif. Menurut 

Sugiyonoa (2003:11) penelitian deskriptif merupakan suatu metode 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama membuat gambaran atau 

deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian ini merupakan 

pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini menjelaskan tentang 

fenomena fan fakta-fakta sosial yang terjadi secara objektif dilapangan. 

Suatu penelitian yang mencoba mendeskripsikan secara jelas Analisis 
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Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Terantang Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. 

3.2.2. Sumber Data  

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. 

Adapun data yang termasuk kedalam data primer dalam 

penelitian ini yaitu seperti : hasil observasi yang dilakukan 

penulis, wawancara dan sejumlah dokumentasi yang berkaitan 

dengan Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Di 

Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Adapun yang 

termausk kedalam data sekunder dalam penelitian ini yaitu yang 

dikumpulkan dari Balai Penyuluhan Lapangan Keluarga 

Berencana seperti : data jumlah Kampung KB, data jumlah 

peserta KB aktif, data kampung yang berhaisl dan tidak berhasil 

dalam menjalankan program Kampung KB dan sebagainya. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data yang 

berasal dari tempat penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Observasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung dengan objek penelitian guna 

mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian 

(Sugiyono, 2003: 167). Sedangkan menurut Garayibah dalam Emzir 

(2010 : 38) adapun observasi adalah perhatian terfokus terhadap gejala 

kejadian atau suatu yang dimaksud menafsirkan, mengungkapkan 

faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang 

mengaturnya. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti ke Desa 

Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal 

dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respon den yang relatif 

kecil (Sugiyono, 2003: 157). Sedangkan menurut Garabiyah dalam 

Emzir (2010 : 50) wawancara meruapakan interaksi bahasa yang 

berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah 
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seorang yaitu meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang 

diteliti berputar disekitar pendapat dan keyakinan. Wawancara yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan tanya jawab dengan 

Ketua PLKB Kecamatan Tambang, Kader Kampung KB, Kepala Desa, 

Bidan Desa, dan beberapa masyarakat Desa Terantang yang berguna 

untuk melengkapi bahan penelitian ini. 

3. Dokumentasi  

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010 : 274). 

Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga 

memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah 

terjadi di waktu silam. 

 

3.4 Informan Penelitian  

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian 

(Moelong 2000 : 97). Informan merupakan orang yang benar-benar 

mengetahui permasalahan yang akan di teliti, dan benar-benar ada ditempat 

yang bisa dipercaya informasi yang diberikannya. Dalam penelitian ini 

penulis menentukan informan penelitian yang akan dianggap key 

information dengan cara purpusive sampling. 

Teknik purposive sampling yaitu teknik pengumpulan sampel 

dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu, hanya terkait dengan orang-



 

 

41 

orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang akan diteliti 

(Sugiyono 2010 : 85). Adapun yang paling mengatahui bagaimana program 

Kampung Keluarga Berencana di Desa Terantang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar adalah Masyarakat di desa itu sendiri dan Balai 

Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan. Dengan demikian 

peneliti menetapkan yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu 1 

orang PLKB Kecamatan Tambang, 1 orang Kepala Desa Terantang, 1 orang 

Bidan Desa, 1 orang Kader Kampung KB, 2 orang masyarakat Desa 

Terantang yang mengikuti program dan yang tidak mengikuti program. 

Sebagai informan tambahan seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1  

Informan Penelitian 

 

No Informan  Jumlah  

1 Kepala Desa Terantang 1 

2 Pembina Lapangan Kampung Keluarga 

Berencana Kecamatan (PLKB) 

1 

3 Kaader Kampung KB 1 

4 Bidan Desa 1 

5 Masyarakat yang ikut program Kampung 

KB 

1 

6 Masyarakat yang tidak ikut program 

Kampung KB 

1 

Jumlah  6 

Sumber : Data Olahan Tahun 2022 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisi data meruapakan proses penyederhanaan data kedalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan (Singarimbun, 1989 : 

263). Analisis data adalah : 
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a. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan dllapangan dan dokumentasi. 

b. Cara mengordinasikan data kedalam suatu kategori 

c. Menjabarkan suatu kategori kedalam unit-unit, melakukan sistesis, dan 

menyusun kedalam pola 

d. Memilih data mana yang penting dan yang akan dipelajari. 

e. Membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan melukiskan secara sistematis 

fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat 

dengan menggambarkan keadaan atau situs fenomena (Arikunto, 1998 : 

228).  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM DESA TERANTANG 

 

4.1 Sejarah Singkat Desa Terantang 

Desa Terantang adalah salah satu Desa di wilayah di Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. Menurut sejarah dan keterangan dari sesepuh 

Desa Terantang mulai terbentuk sekitar tahun 1905 dan merupakan Desa 

tertua di Kecamatan Tambang setelah Desa Tambang atau Danau 

Bingkuang. 

Menurut keterangan beberapa tokoh masyarakat, Desa Tearantang 

berasal dari sebuah daratan atau pulau sungai Kampar yang bernama “Pulau 

Pumpun” kemudian daratan atau pulau yang berada di daerah aliran sungai 

tersebut mulai didiami oleh masyarakat untuk menetap dan menafkahi 

hidup.  

Selanjutnya kata “Terantang” diyakini oleh sebagian masyarakat 

berawal dari penyebutan letak sungai Langgai yang berada persis di 

seberang desa yang sejajar atau satontang dengan tepian Desa. Dimana 

tepian tersebut berada tepat di jantung perekonomian Desa Tearntang yakni 

pasar desa. Dan dari kata “satontang” inilah diyakini oleh masyarakat 

sebagai nama yang digunakan untuk penamaan desa yang mana dalam 

bahasa indonesia yaitu Terantang. 

Pada awalnya sistem pemerintahan desa dipimpin oleh seorang 

“datok kapalo” yang dibantu oleh pemimpin adat atau kepala-kepla suku. 

Selanjutnya seiring berjalan waktu desa sipimpin oleh seorang kepala yang 
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dikenal dengan sebutan “wali desa” sekitar tahun 1940-1960. Pemerintahan 

Desa Terantang banyak difokuskan untuk menata kelembagaan kelompok 

masyarakat, mulai dari pemimpin adat kepala suku hingga kelompok 

masyarakat yang lain.  

Walaupun masih bersifat sederhana namun mulai terkoordinir. 

Selanjutnya pembagian kelompok masyarakat tersebut nantinya berkembang 

menjadi pengaturan wilayah kerja masing-masing kelompok masyarakat 

yang kemudian menjadi pengaturan wilayah kerja masing-masing kelompok 

masyarakat yang kemudian menjadi Rukun Kmapung dan selanjutnya 

menjadi Dusun yang kita kenal saat ini. 

 

4.2 Keadaaan Geografis Desa Terantang  

Letak Geografis Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar pada ketinggan kurang lebih 51 M di atas permukaan laut(DPL) 

dengan Luas Wilayah 15.5 km2 yang Terbagi menjadi 4(Empat) Dusun 

yaitu: (1) Dusun Rantau Ranjang, (2) Dusun Muara Langgai, (3) Dusun 

Pantai Pulau, dan (4) Tepi Muara terdiri dari 8(Delapan) RW (Rukun 

Warga) dan 16 (Enam Belas) RT (Rukun Tetangga). Keadaan Topografi 

sebagian besar datar sehingga apabila curah hujan tinggi 30% wilayah ini 

tergenang air karena saluran Drainasetidak mampu menampung air. Batas-

batas Desa Terantang adalah: 

a. Batas Wilayah Desa 

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Kualu Nenas 

Sebelah Selatan : Desa TSM 
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Sebelah Barat : Padang Luas 

Sebelah Timur : Desa Parit Baru 

b. Orbitas  

Jarak ke ibu kota Kecamatan terdekat : 15 KM 

Jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan : 30 Menit 

Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 48 KM 

Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 90 Menit  

c. Luas Wilayah Desa  

Tabel 4.1  

Data Luas Wilayah Desa Terantang 

No Lahan Luas 

1 Pemukiman  350 Ha 

2 Pertanian Sawah 25 Ha 

3 Ladang/Tegelan 20 Ha 

4 Hutan  0 Ha 

5 Rawa-rawa 15 Ha 

6 Perkantoran 2 Ha 

7 Sekolah 5,95 Ha 

8 Jalan  40 Ha 

9 Lapangan Sepak Bola 2 Ha 

Sumber : Kantor Kepala Desa Terantang 2021 

Dari data di atas dapat di uraikan bahwa luas pemukiman Desa 

Terantang Seluas 350 Ha (Hektar) , luas tanah Pertanian sawah Seluas 25 

Ha (Hektar), Luas Ladang/Tegalan seluas 20 Ha (Hektar), Luas Kawasan 

Hutan seluas 0 Ha (Hektar) dan Luas Kawasan Rawa-rawa 15 Ha 

(Hektar), seta Fasilitas umum seperti perkantoran seluas 2 Ha (Hektar), 

Sekolah Seluas (5,95 Ha), Jalan Seluas (40 Hektar), Lapangan Sepak bola 

seluas 2 Ha (Hektar). 
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Wilayah Desa bangun sari yang terbagi menjadi 4(Dusun) Dusun 

yaitu: (1) Dusun Rantau Panjang, (2) Dusun Muara Langgai, (3) Dusun  

Pantai Pulau , (4) Dusun Tepi Mauara dan terdiri dari 8 (Tiga) RW (Rukun 

Warga) dan 16 (Enam Belas) RT (Rukun Tetangga). 

4.3 Jumlah Penduduk  

Penduduk merupakan potensi sumber daya yang sangat menentukan 

dalam pembangunan pemukima. Desa Terantang ini dihuni oleh masyarakat 

mayoritas suku Melayu. Sebagai besar prnduduk masyarakat Desa 

Terantang beragama Islam. Berdasarkan data administrasi pemerintahan 

desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi jumlah total 2.663 

jiwa. Dengan rincian penduduk laki-laki 1.344 jiwa, sedangkan penduduk 

perempuan berjumlah 1.319 jiwa. 

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut jenis 

kelamin dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tebel 4.2 

Jumlah Penduduk Desa Terantang Berdasarkan Jenis 

Kelamin Tahun 2021 

No Jenis Kelamin Jumlah 

a. Laki-laki 1.334 

b. Perempuan  1.319 

c. Jumlah Total (a+b) 2.663 

d. Jumlah Kepala Keluarga 791 KK 

Sumber : Kantor  Kepala Desa Terantang Tahun 2021 

Dari data yang didapat dari monografi Desa Terantang Kecamatan 

Tambang Kabupaten  Kampar pada tahun 2021, penduduk Desa Terantangb 

berjumlah 2.663 Orang yaitu yang laki-laki berjumlah 1.334 orang, 

perempuan berjumlah 1.319 orang, terdiri dari 791 Kepala Keluarga. Dari 
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data tersebut bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk 

perempuan. Penduduk laki-laki yang berdomisili di Desa Terantang 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah sebanyak 1.334 orang yang 

berbagai macam umur, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin 

perempuan adalah sebanyak 1.329 orang yang terdiri dari berbagai macam 

tingkat umur. 

 

4.4 Pendidikan  

Pendidikan di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar pada umumnya sudah baik, hal ini dapat dilihat dengan sedikitnya 

penduduk yang buta huruf, walupun masih ada yang dijumpai penduduk 

yang tidak tamat SD. Kebanyakan yang tidak dapat menyelesaikan sekolah 

dasar (SD) berasal dari penduduk yang berusia sekitar 50 tahun keatas. 

Disebabkan pada zamannya mereka sulit untuk sekolah, mereka tidak 

mempunyai biaya untuk melanjutkan pelajaran, dan fasilitas sekolah juga 

masih sangat kurang. 

Tabel 4.3 

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Terantang 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

 

No  Tingkat Pendidikan  Jumlah  

1 Sekolah Dasar/ MI 217 orang 

2 Sekolah Menengah Pertama/MTS 526 orang  

3 Sekolah Menengah Atas/MA 479 orang  

4 SI/Diploma 104 orang  

5 Putus Sekolah  54 orang  

6 Buta Huruf 18 orang  

Sumber : Kantor Kepala Desa Terantang 2021 

Dari data diatas dapat di uraikan bahwa untuk tiingkat Pendidikan 

dari tingkat pendidikan di Sekolah Dasar (SD) berjumlah 217 Orang. lalu 
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tingkat pendidikan SMP (Sekolah menengah Pertama) atau yang sederajat 

berjumlah 526 Orang kemudian tingkat pendidikan SMA (Sekolah Menenga 

Atas) berjumlah 479 orang dan  S1/Diploma berjumlah 104 Orang dengan 

kemudian yang putus sekolah berjumlah 54 Orang, dan yang buta huruf 

berjumlah 18 Orang  rata-rata yang buta huruf sudah berusia lanjut. 

Tabel 4.4 

Data jumlah sekolah di Desa Terantang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar 

 

No Nama Sekolah Jumlah 

1 TK/PAUD 1 

2 SD/MI 2 

3 SLTP/MTs 1 

4 SLTA/MA 1 

5 Lain-lain 2 

Sumber : Kantor Kepala Desa Terantang 2021 

 

4.5 Keagamaan 

A. Data Keagamaan Desa Terantang Tahun 2022 

Tabel 4.5  

Data Keagamaan di Desa Terantang Tahun 2021 

No  Agama  Laki-laki  Perempuan  

1 Islam  1.334 1.319 

2 Khatolik 0 0 

3 Kristen  0 0 

4 Hindu  0 0 

5 Budha  0 0 

Jumlah  1.334 1.319 

Sumber : Kantor Kepala Desa Terantang Tahun 2021 

B. Data Tempat Ibadah  

Tempat ibadah di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar Masjid/ Mushallah berjumlah 8 buah,sedangkan gereja tidak 

ada. 
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4.6 Keadaan Ekonomi 

a. Struktur Mata Pencarian Desa Terantang 

Tabel 4.6 

Data Mata Pencarian Di Desa Terantang Tahun 2021 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Petani  1.024 Orang 

2 Pedagang  32 Orang 

3 PNS 20 Orang 

4 Tukang  8 Orang 

5 Guru  51 Orang 

6 Bidan/Perawat 6 Orang 

7 TNI/Polri 3 Orang 

8 Pensiunan  24 Orang 

9 Supir/ Angkutam 13 Orang 

10 Buruh  42 Orang 

11 Jasa Persewaan 1 Orang 

12 Swasta  80 Orang 

Jumlah Total 1.304 Orang  

Sumber : Kantor Kepala Desa Terantang Tahun 2021 

4.7 Organisasi dan Tata Laksana  

Struktur organisasi Desa Bangun Sari berdasarkan peraturan menteri 

dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 adalah : 

1. Kepala Desa 

2. Sekretaris Desa 

3. Kepala Urusan 

a. Kepala Urusan Tata Usaha 

b. Kepala Urusan Keuangan 

c. Kepala Urusan Perencanaan 

4. Kepala Seksi 

a. Kepala Seksi Pemerintahan 

b. Kepala Seksi Kesejahteraan  

c. Kepala Seksi Pelayanan 
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5. Kepala Dusun 

Gambar 4.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 

Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja 

pemerintah Desa 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan 

pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa 

pelaksanaan program Kampung KB di Desa Terantang Kecamatan Tambang 

belum optimal. Beberapa faktor yang memperngaruhi pelaksanaan Program 

Kampung KB di Desa Terantang adalah: 

1. Standar dan sasaran kebijakan  

Standar dan sasaran program  Kampung KB ini sudah jelas yaitu 

Undang-undang Nomor 52 tentang tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana ditambah lagi 

dengan adanya Keputusan Bupati Nomor 474-413/V Tahun 2017 tentang 

Penetapan Desa sebagai Kampung KB Tingkat Kabupaten Kampar. 

Kebijakan pelaksanaan program kegiatan Kampung KB sudah cukup 

baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya Standar Operatsional Procedur 

berupa buku petunjuk teknis Kampung KB digunakan sebagai langkah-

langkah atau tahapan dan tindakan yang diambil selama proses 

pelaksanaan dari suatu kegiatan mulai dari awal kegiatan hingga tahap 

akhir yaitu evaluasi semua mengikut buku petunjuk teknis tersebut.  

2. Sumber Daya  

Masih kurangnya sumber daya hal ini ditunjukan dengan jumlah sumber 

daya manusia yang sedikit, dan anggaran yang terbatas dalam 
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melaksanakan kegiatan Kampung KB, serta sarana dan prasarana yang 

belum memadai untuk mendukung dalam pelaksanaan program 

Kampung KB di Desa Terantang.  

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana 

Tidak adanya struktur dalam pelaksanaan kegiatan Kampung KB ada 

beberapa kelompok kegiatan yang tidak memiliki ketua kelompok 

mengakibatkan kegiatan tersebut tidak berjalan yaitu pada kelompok bina 

keluarga remaja, UPPKS,MJKP, mobil pelayanan KB. 

4. Komunikasi Antar Pelaksana 

Hal ini menjadi masalah karena kurangnya sosialisasi dari PLKB 

Kecamatan hanyamelakukan sosialisasi apabila akan di adakan kegiatan 

saja tidak adanya sosialisasi rutin mengenai program Kampung KB. 

Kurangnya sosialisasi yang di lakukan PLKB Kecamatan kepada 

masyarakat mengakibatkan belum optimalnya partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan program Kampung KB.  

5. Sikap Para Pelaksana 

Pemahaman masayarakat yang masih kurang menimbulkan respon 

negatif mengenai program Kampung KB, masih banyak masyarakat yang 

kurang memahami program Kampung KB dan tidak ingin ikut serta 

dalam kegiatan karena menganggap program ini tidak ada manfaatnya 

dan banyak nya konflik antar masyarakat juga mengakibatkan sulitnya 

berjalan Kampung KB. 
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6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik 

Lingkungan sosial yang masih banyak nya masyarakat yang kurang 

memahami program Kampung KB masyarakat beraggapan bahwa 

program Kampung KB hanya untuk mengajak masyarakat ber-KB saja 

dan masyarakat menganggap kegiatan yang dilakukan di Kampung KB 

tidak ada manfaatnya. Hal ini tentu menjadi penghambat dalam 

pelaksanaan program Kampung KB.  

 

6.2 Saran 

1. PLKB Kecamatan sebaiknya melakukan sosialisasi secara berkala kepada 

masyarakat dengan melakukan sosialisasi diharapkan masyarakat dapat 

memahami mengenai program Kampung KB. 

2. Diharapkan juga PLKB Kecematan Tambang dapat bekerjasama dengan 

sektor lainya dalam menjalankan program Kampung KB. dan segera di 

bentuknya ketua kelopmpok kegiatan Kampung KB agar semua kegiatan 

bisa berjalan dengan baik. 

3. Diperlukan adanya fasilitas yang menunjang untuk pelaksanaan program 

Kampung KB  

4. Pihak PLKB Kecamatan Tambang melakukan peningkatan sumber daya 

yang dimiliki agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara 

optimal. 
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Keluarga. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apakah anda setuju jika Desa Terantang dijadikan Kampung KB? 

2. Sejak kapan Desa Terantang dijadikan Kampung KB? 

3. Apa yang menyebabkan Desa Terantang dijadikan Kampung KB? 

A. Standar dan Sasaran Kebijakan 

1. Apa dasar hukum dalam pelaksanaan program Kampung KB? 

2. Apakah sasaran Program Kampung KB sudah benar? 

3. Apakah yang menjadi dasar sehingga Desa Terantang dijadikan 

Kampung KB? 

4. Apa tujuan dari program Kampung KB? 

5. Siapa saja sasaran dalam pelaksanaan program Kampung KB? 

B. Sumber Daya 

1. Bagaimana sumber daya manusia dalam pelaksanaan program 

Kampung KB? 

2. Bagaimana sumber daya anggaran dalam pelaksanaan program 

Kampung KB? 

3. Dan bagaimana pula sumber daya fasilitas dalam pelaksanaan program 

Kampung KB? 

C. Komunikasi Antar Pelaksana 

1. Apakah PLKB Kecamatan melakukan sosialisasi dengan masyarakat 

Desa Terantang mengenai program Kampung KB? 

2. Apakah ada pertukaran informasi atau peesa mengenai program 

Kampung KB? 



 

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam melakukan sosialisasi? 

4. Kendala apa saja yang ditemukan dalam melakukan sosialisasi? 

5. Bagaimana bentuk sosialisasi yang diberikan pihak petugas Kampung 

KB kepada masyarakat? 

D. Karakteristik Agen Pelaksana 

1. Bagaimana struktur organisasi Kampung KB Desa Terantang? 

2. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan 

program Kampung KB? 

3. Bagaimana norma-norma yang berlaku kepada petugas Kampung KB? 

E. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik 

1. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program Kampung KB di Desa 

Terantang? 

2. Upaya apa yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut? 

3. Bagaimana respon bapak/ibu terhadap adanya program Kampung KB? 

4. Manfaat apa yang dirasakan bapak/ibu dengan adanya program 

Kampung KB? 

5. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam penerapan program Kampung 

KB? 
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Wawancara dengan masyarakat tidak ikut program 

Kampung KB 

 

Wawancara dengan masyarakat yang ikut program 

Kampung KB 



 

 

Tugu Kampung KB Desa Terantang 
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